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WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
FERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMDR 63 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUXAN, SUSUNALIV ORGANISAS], TUGAS DAN FUNGEI SERTA TATA
KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
HOTA KUPANG

DENGAN RAIIMAT TUIAN YANG MAHA ESA
WALKOTA KUPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Menteri Pendavagunaan Aparalur Negara dan Reformasi
Birgkrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan
Struktur OCOrganisasi pada [nstansi Pemerintah untyk
Penyederhanaan Birokrasi perlu menetankan Perahran
Walikots tentang Kedudulzan, Susunan Organisasl, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulanpan
Bencana Daersh Kola, KU pang;

Mengingat : 1. Pasal 18 pgyat (6 Undang-Undang Dasar Negara
Eepublk Indonesia Tahun 194.5;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tabun 1996 rentang
Pembentukan Keotamadya Daerah Tingkat I Kupang
(Lembaran Negara Hepublik indonesia Tehun 1994
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republil
Indonesia Normor 3633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  Lentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Imdonegia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 3587)
sebagaimana telah diubhah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
W



Cipla Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomoer 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Peremgkat  Daerah  (Lermberen  Negarm  Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nommor 3887)
sebagaimana  telah diubah  denpan Feraturan
Pemerintah Nomer 72 Tahim 2019 tentang perubshan
atas Ferturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 216
tentang Perangkat Daerah [Lembaran MNegara Republik
Indonesim  Tehun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402];
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negsra dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tabhun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada  nstansi
Pemerinitah untuk Penyederhanaan Birokrasi
(Berita Negara Republik Indenesia Tahun 2021 Noror
246);

Peraturan Dactah Kota Kupsng Nomor I3 Tabun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
kot Kupang (Lembaran Dacrah Kota Kupang Tahun
2018 Nomor 13, Tambahan lembaran Dacrgsh Eota
Kupang Nomor 27Y3} sebagamana ‘telab  diubah
beberapa kali terakhir dengan FPeraturan Daerah Kota
Kupang Nomer & Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Ko Kupang Nomor 13 Tabhun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peranglkal
MNaerah Kota Kupang {Lembaran Daerah Kota Kupang
Tahun 2019 Nomor (&, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Kupang Nomor 2835



MEMUTUSKAN :

Menetepkemm : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKARN,

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGS] SERTA TATA
KERJA BADAN FENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
EOTA KUPANQG.

BAB |
KE TENTUAN LIMUM

Pasal 1

Delamm Peraturan Daerah. ini, yang dimaksud dengan :

o fa M

9

19.

Traecrah adalah Kota Kupang.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang

Walikota adalah Walikola Kupang.

Sekretariat Daerah, selanjuinys disebut Setwda adalah  Sekretanat
[Daerah Kotz Kupang.

Sekretaris Daerah, selanjutnya disebut Sekda =adalah . Sekretans
Dhaerah Kola Kupang.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah vang selanjummya disebut
Badan adaleh Badean Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang
Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisl funesi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi
pemenntahan dan pembangunan.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional vang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.

Pejabat Fungsional agdalah Pegawai ASN yvang menduduld Jabatan
Funpsionel padas Instansi Pemerintah.

Sub Koordinator adsalab pejpbat fungsional jenjang ahli muda yang
ditugaskan untuk melaksanakan scbagian tugas yang diamanatkan,
balk yang melupakan turunan langsung maupun tidak langsung dari
tugas jabatan administrator di lingkup unit kerja.

11.Unil Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah

t

Unsur Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana
Dzerah Kota Kupang.



BAB T
KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISAS]

Page 2

(1} Badan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan menjadi

kewenangan Daerah.

(2) Badan sebagaimana dimaksud pada syat (1} dipimpin oleh kepala
Badan yang berkedudukan &f bawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota Kota melaki Sekretaris Deerah.

(3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] mempunsmi tugas

()

membantu  Walikota melaksanakan wurusan pemerintabhan yang

menjadi kewenangan daerah i Bidang Penmanggulangan Bencana

Daeran serta tugas pembantuan,

Badan dalam melaksanakan tuges sebagaimane dimeksud pada ayat

{3} menyelenggarakan fungsi:

a perumusan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana

i

daerah;

, pelaksanaan kebijakan daerah di hidang penenggulangan bencana

daerclh;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan  daerah & hidang

penangg ulangan bencana daerah;

. pelaksanaan administrasi dinas daerah di hidang penanggulangan

tencana daerah; dan

. pelaksanaan fungel hin yang diberikan oleh Walikota terkait

dengan tugas dan fungsinya,

Pasal 3

(1} Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan Badan
Tipe B dengan susunan organisasi terdini atas:

a Kepcil Pelaksans;

b. Selretariat dengan 1 (salup Sub Bagian Umum den Kepegawaian,

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagzan;

Bidang Kedaruratan dan Logistil;
Bidang Fehabilitasi dan Rekonatruksi;
Kelompolk Jabatan Fungsiongl;, dan
UPTID.



{2) Sekretariat schagaimana dimaksud pada avat (I huruf b, dipimpin oleh
ascleretaria vang berada o bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Pelaksana,

{3] Masing-masing dang dipimpin okh Kepala Bidang wvang berada di
hewah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

{4 Sub Bagian dipi mpin oleh Kepala Sub _-Bagia_n yvang berada &f bawah dun
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

{5 Bagath Susunan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
() tercantum dalam Lampiran dan merupaekan bagian yang tidak
terpisahkan dan Peraturan Walikota inj.

BAB TN
TUGAS [IAN FUNGSI

Fasal 4
(l{Sekmelarial mempunyal lugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan
tugas, pembmeanns, pemberian dukungan admimistrasi kepada seluruh
unit organiassi di lingkungan Badan.
(2] Untuk melaksanakan tugas sebagsimana dimaksud pada anat ({1,
Sekretarint mempunsyal fungsi ;
B pelaksanaan koordinasi keglatan di lingkungan badan,;
b. penyusunan rencana, program dan enggaran badan;
€. pembinaan dan pemberian dukungan administtasi badan vang
meliputi  penyelenpggaraan urugan kefatausahaan rumah tanggs,
ketatalaksanaan, kepegawaian, kepustakaan, keuangan, kerjasama,
hukum, organisasi, hubungan masyarakat dan keprotololan,
kearsipan dan dokumentasi;
d, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja
hadan; dan

e. pelaksanaan tuges badan lain yang diberikan cleh atasan,

Pasal 5
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawzaian mempunyal tugas melaksanakan
tupas sckretarial Lngkup administras: umum dan kepegawaian badan.

(2] Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimalksud pada eyat (1), Sub

ty

Bagian Umum dan Kepepawaian mempunyai fungsi ;



(1)

(@)

melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan kepegawaian
hadan;

melakukan penyiapan bahan dan pelaksanasan urusan keiutausahaan
sarana dan prasarana rumah targga badan;

melakukan  penylapan kahan dan  pelaksanaan LTUSAT,

ketatalaksanaan, kepustakaan, tsta persuratan, kearsipan dan
dokummentasi lingkup badan;

melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan hubungan
masv arakatr dan keprotololan lingkup badan;

melakukan penyviapan bahan dan pelakssnaan penataan organisasi
serta peraturan perundang-undangan lingkup badan; dan

melaksanakan tugas dinas lain vang diberikan oleh atasan.

Pasal ©

Bidang Pencegahen Dan Kesiapsiagran mempunvai tugas membantu

Kepala Pelaksana  dalam melaksanakan perumusan kebijakan,

pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi

dan fasilitasi penvelenggaraan pencegahan kesiapsiggaan.

Untuk melaksanakan tugas schagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Percegahan dan Kesiapsizgaan mempunyai fungsi :

a pengoordinasian perencanaan program  kerja.  pada bidang
pencengahan dan kesiapsiagaan:

b penpoordinasian dan  perunasan  kebijakan  teknis terkait
pencegahan dan kesiapsiapgaan:

c. pengoordinasian pelaksnean  program.  kerja  pada bidang
pencegahan dan kesinpsiagaan;

d. pengoordinasian pencegahan dan kesiapsiagaan kehencanaan;

& penguondingsian  [lasilitasi  kerfasama antar  lembaga dan
kemitraan dalam penanggulangan bencana;

I. pengoordinasian pengelolaan data informasi gan kemunikasi
kebencanaan:

g pengoordinasian pengelolaan sistem informast kebencanaan,

h pengoordinasian fasilitasi pusat komunikasi kebencanaan,

1. peneoordinasiean pengelolean kearsipan pada bidang pencegahan
dan kesiapsiagaan;

} pengoordinasien  pelaksanaan  reformesi birokrasi,  system

pen getidalian internal pemerintah, 70N & inegritas,



[1}

12

(1}

ketatalakesgnasn dan budava pemerintahan pada bidang
pencegahan dan Kesiapsiagaan;

k. pengooriinasian pelaksanaan  tindak lanjut  laporan  hasil
pemeriksaan pada bidang pencepahan dan kesiapsiagaan,

I pengoorchnasian pemantauan dan evaluasi program kerja pada
bidang pencengahan dan kesiap-siagaan:_ dan

m pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh atasan sesuat dengan
bidang tugas badsan.

Pasal 7

Bidang Kedaruraton dan Logistk mempunyai tugas membaniu

Kepala Pelaksana dalam melaksanakan perumusan  kebijekan,

pengoordinasian, pembingan, pengawasan, pengendalian, evaluast

dan fasilitasi penyelengearan kedaruratan dan penpelolaan logistil

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Kedaruratan dan logistik mempunyai fungsi:

a pengoordinagian perencanaan program  kKerja  pada  bidang
kedaruratan dan logistik;

b penpoordinasian  perumusan kehjakan  telknis rerkait
penanganan kedaruratan dan logisk;

¢ penpoordinasian pelaksanaan  program kerja  pada  bidang
kedaruratan dan logistk;

. pengoordinasian pengendalian operasional dan  kedaruratan
kebencanaan;

e. pengoordinasian  fasilitasi  pelaksanaan kegiatan reformasi
birokrasi, sistern pengendalian internal pemerintah, zona
integritas, ketatalaksanasn dan budaya pemerintahan pada
bidang kedaruratan dan logistik;

f pengoardinasian  pelaksanazan pementauvan,  pengendalian,
evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada bidang
kedaruratan dan logistik; dan

g pelaksanaan fungsi khin vang diberikan oleh alasan sesual
dengan bidang tugas badan.

Pasal 8

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyaf tugas membantu
Kepala Pelaksana dalam melaksanakan peruimusan  kebijakan,



(1)

(2}

[3)

pengoorilinasian, pembinaan. peneawasan, pengendalian, evaluasi

dan fasilitasi penyelenggaran Rehabilitasi dan Rekonsmuksi.

Untulke melaksanakan tngas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

bdang Rehahilitasi dan Relkkonstruksi mempunyai fungsi

a pengoordinasian perencanaarn- program kerja. pade  bidang
rehabilitasi dan rekonstruksi;

b pengoordinasian periEmusan kebijakan teknis terkail
penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi;

e pengoordinasian  pelaksanaan program  kerja pada  bidang
rehabilitagi dan rekonsouksi:

d. pengoordinasisn pengendalisn operasional dan rehabilitasi dan
rekonsuuksi;

e. pengoordinasian  fasilitasi pelaksansan kegiaten reformasi
bhirckrasi, sistern pengendalian  internal  pemernintabh, zona
integritas, ketaralaksanaan dan budaya pemerintahan pada
bidang mehabilitas] dan rekonstruksi;

f  penguordinasian penyiepan bahan dan penvusunan pelaparan
badan;

¢ pengoordinastan  pelaksanaan  pemantauan, pengendalian,
evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada bidang
rehabilitasi dan rekonstrulesi; dan

L. pelaksanzan fungasi kin yang diberikan deh atasan sesual
dengan bidang tugas badan

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 9
Pada Badan dapat dibentuk UPTD tertentu untuk melaksanakan

krmatan telmis operasional dan/ atau kegiatan tekmis penunjang

vang menjadi kewenangsan.

UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagan deri
Perangkat Dacrah veng bertanggung jawal kepada Kepela Badan.
Keterntuan lebih lanjul mengenai nomenklatur, jumlah dan Jjemnis,
susunan organisasi, lugas dan lunpsi UPTD sebagaimana dimaksud
pada avat (1}, diatur dengan Peraturan Walikota.



(1}

(2)

(2

(1)

(3)

(4

BaB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Fasal 10
Kelompok Jabatan Fungsional pada Hadan bersifat teknis scauai
keahlian dan kebutuban. -
Kelompok Jabaran Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (J)
terdiri dari aejumlah tenaga jabatan fungsional yang terdapal dalam
berbaeai kelompok sesusi dengan bidang keahliannya.
Jumlah dan jenis jabatan Cungsional sebagaimena dimaksud pada ayat
(% ditentukan berdasarkan kebutuham dan behan kerja yang diatur

sesnal dengan peraturan perundang-undangan.

Pagal 11

Pejabat Fungsiunal berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
secarn langsung kepada pembat tinggi madya, pejabat pimapinen tngei
pratamys, pejabat administrator, atau pejabal pengawaa yang memiliki
keterkailan dengan pelaksansan Lugas jabatan fungsional.

Penentuan berkedudukan dan bertanpgung jawab secara langsung
sehapaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan demgan strukour
organisasi.

Kelompok Jabaten Fungsional dipimpin ocich Sub Koordinator Jabatan
Fungsional yang ditetapkan oleh pejabat pembma kepegawaian atus
usulan pejabat yang berwenang.

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayal (3] melaksanakan
tugns pensusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian,
pemantauan dan evaluasi, sertz pelaporan pada satn  kelompok
substansi pada masing-masing pengelompokan  fungsi  jabatan
adimsinistrator.

(5] Bub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:

a sub koordinator substansi data dan perencanaan;
h sub koordinator substansi keuangan;
¢ sub koordinator substansi pencegahan;
d sub koordinalor substansi kesiapsiagaan.
sub keordinator substansi kedaruratan;

S T T

sub koordinator substansi logistik
sub konrdinator substansi rehabilitasi; dan

sub koordinator substansi rekonatrulsi.

B %



BAR VI
TATA KERJA

Pasal 12°

(YDalam melaksanakan lugasnyvae, seliap unsur organisasi wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan masing-masing meupun amtar satuan orgamsast  di
lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain & luar
pemerintah daersh sesual dengan Tuges masing-inasing.

(2) Setiap unsur Drganisgasi wajib mengawsasi bawshannva masing-masing
dan bila tenadi penyimpangan apgr mengambil angkah — langkah yang
diperiukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3 Setiap unsur organisasi wajbh berlanggung jawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan
bimbingan serta petunjulk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

4} Setiap unsur organisasi wajb mengikuti dan mematuhi petunjuk yang
diberikan dan bertangeunz jpwab kepada atasan masing maging setta
meényiapkan dan menyampeikan laporan bail insident! maupun berkala
pada waktunya.

{3) Sefiap laporan yang diterima oleh setiap unsur organisasi wajib diclah
dan dipergunakan sebagai hahan untuk penyusunan laporan lebih
lanjul dan uniuk memb#rikan petunjuk kepada bawahan

{6} Setlap laporan yang disampailkan kepada atasan, tembusan laporan
wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lainnya ping secara
fungsional ‘mempunyai hubungan kerja.

(7) Dalam melaksanakan tugas, setiap unsur organisasi waib mengadakan
rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan dan petuniuk kepada

bawahan masing-masing.



CSEFCRESAEIS DAERAR K

BAB Vil

KETENTUAN PERALIHAR
Pasat 13
Pada saar Peraturan Walikota i mulai berlaku, pejahal yvang ada tetap
melaksanakan tugasnya sampai dengan - ditetapkan pejabat yang haro
berdasarleem Peraturan Walilcota, ini

BAB VI

KE TENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Peraturan Walikota ini onulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Amr setiap orang mengetahuinya, memerintehkan pensundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kotz

Kupang.

Ditetapkan di Kupang
paddy tapggal A Dese mper 2021
WALIKQTA RUPANG:,

|
AN

L JEFIRSTRON R. RIWY KORE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 31 Desember 2021

. /}%‘m

!*'AMSY! ESTLEY FUNAY

BERITA DAERAI KOTA KUPANG TAOUN 2021 NOMOR 580
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